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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Tugas dan Fungsi PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah hak milik di 

Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yaitu:  

a. Melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen mengenai tanah yang terjadi 

objek dari jual beli yang berkaitan dengan data subjek, data objek serta 

data mengenai bukti pajak. 

b. Membuat akta jual beli tanah hak milik yang dilakukan dalam waktu 1-2 

hari yang ditandatangani oleh masing-masing pihak (penjual-pembeli) 

dan juga 2 (dua) orang saksi, serta pembacaan isi dari akta jual beli. 

c. Penyampaian akta jual-beli tanah hak milik ke Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sintang, yang dilakukan dalam waktu 1-2 hari sejak akta 

dibuat. 

Berdasarkan tugas tersebut maka PPAT telah melaksanakan fungsinya 

yaitu membantu kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang dalam 

pelaksanaan kegiatan pendaftaran peralihan hak milik khususnya karena jual 

beli. 

2. Tugas dan Fungsi PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah hak milik di 

Kabupaten Sintang telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Hal ini 
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terbukti bahwa pada tahun 2014 yang telah mendaftarkan peralihan hak 

milik karena jual beli ialah sebesar 99%. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat penulis berikan 

yaitu:  

1. Bagi PPAT di Kabupaten Sintang dengan melakukan pemeriksaan secara 

berkala terhadap perubahan kebijakan/ketentuan peraturan Perundang-

Undangan pertanahan, menyediakan informasi/keterangan kepada para 

pihak yang berkepentingan khususnya bagi pemohon yang belum 

mengetahui secara pasti syarat-syarat yang diperlukan dalam pembuatan 

akta jual beli tanahguna menjaga mutu pelayanan pertanahan kepada 

masyarakat. 

2. Bagi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, sebaiknya 

memberikan penyuluhan hukum tentang peralihan hak atas tanah karena 

jual beli ataupun karena perbuatan hukum lainnya kepada masyarakat 

Kabupaten Sintang agar masyarakat mengerti mengenai prosedur dan 

syarat peralihan hak atas karena jual beli ataupun karena perbuatan hukum 

lainnya sehingga mengurangi terjadinya sengketa hak atas tanah antar 

warga yang didapatkan karena peralihan hak atas tanah. 
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